
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Tarif Retribusi
Tempat Rekreasi dan Pariwisata Pantai Amal;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3711);

Mengingat:

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, tarif retribusi
dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dan
ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota;

c. bahwa Tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata yang
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2020 ten tang
Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun
2012 tentang Retribusi Jasa Usaha, perlu dilakukan
peninjauan dan penyesuaian terhadap tarif retribusi
tersebut

Menimbang: a. bahwa semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat
terhadap kegiatan rekreasi di daerah, perlu upaya
peningkatan pelayanan, pelestarian, pengembangan,
pembangunan dan pemeliharaan terhadap tempat rekreasi
dan pariwisata agar kunjungan ke tempat rekreasi dan
pariwisata meningkat;

WALlKOTATARAKAN,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

TENTANG

PENETAPANTARIFRETRIBUSITEMPATREKREASI

DANPARIWISATAPANTAIAMAL

PERATURANWALlKOTATARAKAN
NOMOR 3 TAHUN2023

WALlKOTATARAKAN
PROVINSIKALlMANTANUTARA



No. Tempat Rekreasi dan Pariwisata Besarnya Tarif (Rp.)

1 Pantai Amal

- Karcis Masuk 10.000,- /orang/sekali masuk

Besarnya tarif Retribusi Tempat Rekreasi dan Pariwisata Pantai Amal

ditetapkan sebagai berikut :

BABI

BESARNYATARIFRETRIBUSI

MEMUTUSKAN:

PERATURAN WALl KOTA TENTANG PENETAPAN TARIF
RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN PARIWISATAPANTAI
AMAL.

Menetapkan

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

5. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2012
ten tang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota
Tarakan Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Tarakan Nomor 2) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah
Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2020 Nomor 54, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Tarakan Nomor 32);
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A. HAMID

BERITA DAERAHKOTATARAKANTAHUNl)23NOMOR530

SEKRETARIS DAERAHKOTATARAKAN,

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 20 Januari 2023

Ditetapkan di Tarakan

Pasa12
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

BAB II
KETENTUANPENUTUP

2023
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